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DEWIYANTI RATNASARI, B11110032, PELAKSANAAN 
PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN 
OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI MAKASSAR. Di bawah bimbingan 
Abdul Razak selaku pembimbing I dan Romi Librayanto selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan 
Cukai Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan 
Cukai Makassar. 
Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, yaitu di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar (KPPBC TMP B Makassar). Guna mencapai tujuan di atas 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka 
dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan pengamatan 
pada Aparat KPPBC TMP B Makassar dan data yang terkumpul diolah 
dan dianalisis secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Makassar melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada 
daerah pabean dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan 
peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan 
hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin. Namun, dalam 
pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor 
yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah 
pabean ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor 
pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem, sarana dan 
prasarana, hubungan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di 
dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap 
anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai 
kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota 
masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, 
maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian 
dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan 
masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan 
bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang 
dapat mendorong laju pembangunan nasional. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
mulai diberlakukan pada tanggal 1 maret 1997. Namun karena adanya 
tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanakannya revisi 
terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan. Ini merupakan wujud nyata dari kurangnya antisipasi dari 
pihak-pihak terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia. Di 
lain pihak, perkembangan modifikasi norma hukum bagi pengaturan 
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perdagangan internasional semakin pesat. Oleh karena itu situasi yang 
dihadapi oleh sumber daya manusia di lingkungan kepabeanan 
indonesia semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus 
perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional, apalagi 
dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran. 
Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, 
keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung 
upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang 
berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus 
barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas 
barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu 
lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta 
mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. 
Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin 
lama menjadi semakin pesat perkembangannnya seiring dengan 
bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan 
manusia. Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini 
yang memberikan akses yang sebebas-bebasnya untuk pemasukan 
barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut 
sistem pasar bebas sekalipun. Bahkan hambatan ini disetujui di dalam 
ketentuan hukum internasional, misalnya organisasi badan dunia WTO 
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memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan tarif 
terhadap barang impor yang mengandung dumping atau subsidi. Tugas 
untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain 
selalu dibebankan pada institusi pabean masing-masing negara. 
Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan 
terhadap barang-barang impor atau ekspor.  
Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi 
kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai 
merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang 
dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah 
pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan 
menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk 
menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk 
melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan 
agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran 
Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka 
untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus 
dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama 
antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk 
mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu 
lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan 
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maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan 
negara. 
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) merupakan sebuah 
lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia 
dari barang barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan 
sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang 
keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah gerbang masuk dan 
keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal 
sebagai Trade Facilitator. Oleh sebab itu, lembaga ini harus mengurus 
banyak hal. Walaupun banyak hal yang harus diurus, lembaga ini harus 
memberikan pelayanan yang mencirikan kata save time, save cost, 
safety and simpel. Dengan menggunakan ciri ciri tersebut, diharapkan 
lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, 
masyarakat, pedagang dan pelaku industri. 
Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas 
melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai 
dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
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Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dan garis 
pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang 
industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang 
para pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan 
penyelundupan barang-barang masuk ke Indonesia maupun keluar 
Indonesia. 
Misalnya di Kota Makassar, masih banyak beredar barang-
barang impor palsu yang seyogyanya adalah barang hasil 
penyelundupan. Salah satunya adalah barang KW (palsu). Barang 
tersebut adalah hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di bidang 
merek, namun masih bisa didapatkan secara transparan di pusat 
perbelanjaan.. Saat ini juga dikenal penjualan alat elektronik lewat 
pasar gelap (black market). Ditempuhnya jalur "bawah tanah" ini 
berkenaan untuk menghindari pajak yang cukup tinggi atas barang-
barang dan jasa tertentu. Adapun Keputusan Menteri Perindustrian Dan 
Perdagangan Nomor:642/MPP/KEP/9/2002 Tentang  Perubahan 
Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 
230/MPP/KEP/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga 
Impornya telah melarang impor gombal baru atau bekas yang biasa kita 
sebut dengan pakaian cakar karena Indonesia telah mampu memenuhi 
kebutuhan kain perca dari produk dalam negeri. Namun ironisnya, 
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masih saja banyak beredar di Indonesia khususnya di Kota Makassar, 
pakaian impor gombal baru maupun bekas yang dijual secara bebas. 
Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga 
Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) 
telah melakukan penelitian tentang penyelundupan yang terjadi di 
Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab hingga solusinya. Dari 
penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa 
terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea 
dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang 
menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan 
harga luar negeri. (Adrian Sutedi, 2012:351) 
Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan 
atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses 
pada saat barang tiba, proses customs clearence, hingga pada proses 
pengeluaran barang tiba. Sebagus apapun sistem yang digunakan 
apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional 
ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan 
peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut 
tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia. Dalam hal ini, 
diperlukan pengawasan yang efektif kepada aparat bea dan cukai 
dalam melaksanakan tugas pengawasan lau lintas barang tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan 
Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean oleh Kantor 
Bea dan Cukai Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang 
pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah 
pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar? 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang 
pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean 
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oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Pembahasannya kemudian diharapkan untuk : 
a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam 
melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-
persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya 
mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam 


















A. Pengertian Pengawasan 
Secara bahasa, pengertian pengawasan menurut kamus 
lengkap bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1995:68)  adalah 
penilikan atau penjagaan. 
S.P. Siagiaan (1980:2) meberikan definisi sebagai berikut : 
“Proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi unutk menjamin gara semua pekerjaan yang 
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”  
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, 
pengawasan dimaknai sebagai berikut : 
“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 
dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”  
 
Menurut Adrian Sutedi (2012:58-59) pengawasan adalah suatu 
kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan 
dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi 
itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan.  
Menurut Ridwan HR (2006:194), rencana merupakan bagian tak 
terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk 
pencapaian tujuan.  
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Menurut Adrian Sutedi (2012:59) Pengawasan bekerja dengan 
memakai semua undang-undang, prosedur dan tata cara yang telah 
ditetapkan sebagai tolok ukur atau pebanding untuk mengetahui 
apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan 
dengan baik. Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok 
organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa 
mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada 
penyimpangan. Penyimpangan disini berarti ada kegiatan pelaksanaan 
tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur atau juklak 
yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan menyebabkan 
organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya. Contoh klasik 
dari penyimpangan misalnya barang yang seharusnya dikenai bea 
masuk 20% tetapi dipungut hanya 10% atau pemeriksaan barang yang 
tidak teliti sehingga mengakibatkan bea masuk menjadi lebih kecil. 
Menurut Philipus M.Hadjon (2005:118), Pengawasan umum 
meliputi bidang-bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan 
peralatan, pembangunan, perusahaan daerah, yayasan-yayasan dan 
lain-lain yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. 
Menurut Muhammad Djafar Saidi (2011:70), Bentuk pengawasan 
dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
dapat berupa: 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap 
bawahannya dalam suatu lingkungan kerja 
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2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, 
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota 
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan 
Menurut Victor M Situmorang (1998:27), dalam suatu negara 
terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau 
membangun, maka control/pengawasan sangat urgen atau penting baik 
pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif 
maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan 
tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, 
maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-
macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni : 
1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung 
a. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang 
dilakukan secara  pribadi oleh pimpinan atau pengawas 
dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek 
sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan 





b. Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan 
maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat 
masyarakat dan sebagainya. 
2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif 
a.  Pengawasan Preventif 
Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. 
Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 
persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. 
b.  Pengawasan Represif 
 Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta 
laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 
a.  Pengawasan Intern 
 Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya 
pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. 
b.  Pengawasan Ekstern 
 Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat di luar organisasi itu sendiri. 
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Di Samping itu, Menurut Victor M Situmorang (1998:29) macam-
macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni: 
1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control) 
2. Pengawasan biaya (cost control) 
3. Pengawasan barang inventaris (Inventory control) 
4. Pengawasan produksi (Production control) 
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (Quality control) 
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control) 
Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam 
Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni: 
1. Pengawasan Melekat 
Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan 
langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif 
agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara 
efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pengawasan Fungsional 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan 
secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern 
pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas 
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umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan 
rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Pengawasan Masyarakat 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat 
yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur 
pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, 
saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat 
membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun 
melalui media. 
4. Pengawasan Legislatif 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan 
rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan. 
 
B. Tinjauan Umum Kepabeanan 
1. Pengertian Kepabeanan 
Pengertian Kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah : 
“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk 
atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk 
dan bea keluar.” 
 
Adapun pengertian dari daerah pabean sebagaiman yang 
disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 
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Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah : 
“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, 
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan 
landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang 
ini.” 
 
Pengertian kantor pabean dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah : 
“Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban 
pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” 
 
Adapun Instansi yang yang diberikan tugas dalam hal 
kepabeanan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah: 
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanan 
tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang 
Kepabeanan dan cukai.” 
 
2. Sejarah Perkembangan Hukum di bidang Kepabeanan 
Hukum memiliki sifat berkembang seiring dengan 
perkembangan zaman, yang masing-masing zaman atau periode 
ditandai dengan karakteristik tertentu disertai dengan pencitraan 
tertentu. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berkaitan dengan 
kepabeanan juga dapat teridentifikasi dalam periode-periode 
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tertentu. Eddhi Sutarto (2010:7), membagi pekembangan hukum di 
bidang kepabeanan menjadi beberapa periode yakni: 
a. Periode Pemerintah Negara-Negara Nusantara 
Hukum pabean merupakan ketentuan-ketentuan yang terkait 
dengan kegiatan pengawasan barang yang melintas batas 
negara yang selanjutnya berujung dengan pemberian upeti 
(bea). Sebelum pemerintahan Indonesia berdiri, negara-negara 
kerajaan di Nusantara ini telah mengawali kegiatan pengawasan 
dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melintasi 
batas negara kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa 
kerajaan telah menjalin hubungan dagang, di antaranya 
Kerajaan Singasari. Sriwijaya, Majapahit pada abad XIV, 
Mataram pada abad XVII. 
b. Periode Pemerintahan Kolonial 
1) Masa Vereenigde Oost-Indiche Compagnie (VOC) 
Pengumuman resmi telah diundangkan pada masa 
Vereenigde Oost-Indiche Compagnie (VOC) tanggal 1 
okotober 1620 yang dinamakan plakaat, perihal tarif tol yang 
berisi tarif pungutan yang pertama atas barang ekspor dan 
impor.  Namun ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
pungutan ini tidak berjalan lancar karena Inggris yang juga 
melakukan kegiatan perdagangan lintas batas di daerah 
seputar Batavia tidak tunduk dengan ketentuan yang 
dikeluarkan Belanda. 
2) Masa Sela Pendudukan Inggris 
Pada masa sela pendudukan Inggris, kebijakan yang 
berkaitan dengan ketentuan kepabeanan oleh pemerintah 
pendudukan Inggris, yakni pada tahun 1811 ditetapkannya 
pungutan langsung atas bea masuk dan bea keluar, 
mengganti kebijakan penyewaan (pachten) yang dilakukan 
oleh VOC. 
3) Masa Pemerintah Kolonial Belanda 
Pada masa pemerintah kolonial Belanda, produk hukum 
dalam bentuk Undang-Undang diundangkan pada tahun 1865. 
Undang-Undang tarif ini didasarkan atas ketentuan yang 
terdapat pasal 129 regering reglement tahun 1854 yang 
menyatakan bahwa tarif bea masuk, bea keluar, dan tarif 
pengangkutan harus ditetapkan dengan undang-undang. 
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4) Masa Pendudukan Jepang 
Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang telah 
diterbitkan Undang-Undang nomor 13 tanggal 29 april 1942 
yang mentapkan bahwa untuk sementara waktu urusan bea 
masuk tidak dikelola, kecuali ada pengaturan ekspor. 
c. Periode Pemerintahan Republik Indonesia 
1) Masa Awal Kemerdekaan 
Pada masa peralihan kemerdekaan Republik Indonesia, 
ketentuan hukum tentang kepabeanan produk pemerintah 
Kolonial Belanda masih berlaku, meskipun Pemerintah 
Republik Indonesia telah memproklamasikan 
kemerdekaannya dan memiliki Undang-Undang Dasar. 
2) Masa Pemerintahan RI di Yogyakarta 
Ketentuan hukum pabean warisan pemerintah kolonial 
Belanda masih diberlakukan berdasarkan ketentuan pasal II 
aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian pemerintah RI 
di Yogyakarta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Bea Keluar. 
3) Masa Pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1985 disahkan 
pada tanggal 4 april 1985, mengenai kebijaksanaan umum 
menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang, pelayaran 
antar pulau, biaya angkutan laut, pengurusan barang dan 
dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata 
laksana operasional pelabuhan. 
4) Masa Undang-Undang Kepabeanan Nasional 
Setelah beberapa tahun berupaya mengganti produk hukum 
pemerintah kolonial menjadi produk hukum pemerintah 
nasional yang merdeka dan berdaulat, pada tahun 1995 telah 
diundangkan ketentuan hukum pemerintah nasional dengan 
nama Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang 
Kepabeanan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 
Desember 1995, Lembaran Negara RI tahun 1995 nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara nomor 3612. 
5) Masa Reformasi 
Upaya untuk merekonstruksi ketentuan hukum kepabeanan 
senantiasa dilakukan sejalan dengan perkembangan dunia 
yang terjadi. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 10 tahun 
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1995 tentang kepabeanan dipandang dari segi struktur dan isi 
perlu untuk disesuaikan. Perubahan tersebut dituangkan 
dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 
tentang Kepabeanan. 
3. Sumber Hukum Pabean 
Menurut Eddhi Sutarto (2010:33) Keberadaan hukum 
Pabean sebaga hukum positif didukung oleh peraturan perundang-
undangan kepabeanan sebagai produk hukum legislatif yang 
disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang kemudian 
dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga 
yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan 
pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut 
diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila 
dan UUD 1945. 
Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus 
merupakan payung hukum bagi produk undang-undang di 
bawahnya termasuk di dalamnya adalah UU Kepabeanan. Sumber 
hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada UUD 1945, 
yurisprudensi kepabeanan, perjanjian kepabeanan, prinsip-prinsip 
kepabeanan. 
Sumber hukum pabean yang berasal dari UUD 1945 
tercantum pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: 
“Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk 




Menurut Eddhi Sutarto (2010:34) Sumber hukum pabean 
yang berasal dari yurisprudensi kepabeanan berasal dari putusan 
pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa 
pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki 
kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Perjanjian-Perjanjian yang 
dibuat, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral juga 
menjadi salah satu sumber hukum pabean. Sedangkan prinsip 
umum yang berkaitan dengan hukum menyatakan bahwa salah 
satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum, demikian pula 
sumber hukum pabean dapat berasal dari doktrin kepabeanan. 
4. Prinsip-Prinsip Kepabeanan 
Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas 
pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat 
pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean 
haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan, kejujuran dan 
kepercayaan sehingga ketentuan perundang-undangan 
kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan, kepastian hukum 
juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan, yaitu: (Eddhi Sutarto, 
2010:27-29) 
a. Prinsip paradigma kepercayaan 
Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa 
pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar 
hipotesis bahwa semua orang tidak jujr, sebagaimana 
disebutkan dalam deklarasi Columbus (Customs controls 
have therefore been devised on the basic hypothesis that 
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all people are dishonest). Artinya hipotesis prasangka 
buruk (su’uzzhan) dikedepankan. Oleh karena itu, saat 
ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis 
bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur. Artinya 
hipotesis prasangka baik (husnuzzhaan) dikedepankan 
sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan 
manajemen resiko dan pemeriksaan selektif. 
b. Prinsip Self Assessment 
Secara lahiriah self assessment diterjemahkan sebagai 
„menetapkan sendiri‟. Ketentuan perundang-undangan 
kepabeanan nasional secara implisit menyatakan bahwa 
prinsip sel assessment  menjadi prinsip dasar dalam 
melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya, prinsip yang 
melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada 
masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan 
pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan 
dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea. Hal 
ini mengandung arti bahwa pelimpahan kepercayaan 
sepenuhnya kepada masyarakat mempunyai 
konsekuensi, yaitu penanggung bea cukai bertanggung 
jawab langsung kepada negara atas pemenuhan 
kewajiban dan pelaksanaan ketentuan kepabeanan. 
Pada prinsip self assessment terdapat kandungan 
kejujuran dan etika melakukan kebenaran yang sangat 
berfokus dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk 
dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan ekspor 
impor. 
c. Prinsip Pengawasan 
Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, 
terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak 
atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pebean 
d. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi 
Pergeseran era konvensional yang beralih ke era 
modern rasional menuntut semua pihak baik pengguna 
jasa kepabeanan maupun institusi pabean sendiri, untuk 
melakukan kegiatan yang terkait dengan kepabeanan 
dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, pengguna 
teknologi informasi sangat mendukung maksud tesebut. 
Konstribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih 
mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan 
adalah digunakannya teknologi informasi, sebagaimana 
disebutkan pada deklarasi Columbus (perhaps the 
biggest contribution to facilitate Customs procedures can 
be made through the propper application of information 
technology). Teknologi informasi sangat mendukung 
mekanisme kerja informasi. Nahkan teknologi informasi 
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di samping  lebih mempercepat penyelesaian 
pemenuhan kewajiban pabean, juga dapat digunakan 
sebagai katalis untuk melakukan informasi terhadap 
prosedur yang tidak efisien. Penggabungan teknologi 
komputer dengan teknologi komunikasi memberikan 
peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan 
internasional. 
e. Prinsip Teknik Manajemen Resiko 
Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat 
digunakan pada lingkungan yang masih melakukan 
pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan 
ataupun pada lingkungan yang sudah menerapkan 
otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan 
dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan 
untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu utnuk 
diretuskan kepada aparat pebean agar dapat diambil 
tindakan yang lebih tepat. Teknik ini lebih menjamin 
keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang 
terbatas dengan menggunakan teknik-teknik penilaian 
risiko, profil, selektivitas, dan penetapan target untuk 
mengenali adanya pengiriman barang yang berisiko 
tinggi agar dilakukan pemeriksaan fisik. Deklarasi 
Columbus menyatakan bahwa ”The implementation of 
risk management techniques has focused attention on 
more productive targets for intervention”. Pelaksanaan 
teknik manajemen risiko telah menyebabkan 
dipusatkannya perhatian intervensi hanya pada sasaran-
sasaran yang produktif. 
5. Fungsi Kepabeanan 
Pada dewasa ini, tidak ada lagi negara di dunia yang dapat 
melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan 
ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, 
transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam 
rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu 
melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan 
ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan 
luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan 
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fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan 
ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu 
sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Dengan fungsi 
kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan 
yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar 
daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang 
berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut. 
(Adrian Sutedi:2012:3) 
Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan 
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang 
menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah 
pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan 
pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke 
dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban 
kepabeanan menjasi objek pengawasan pejabat bea dan cukai 
Dikemukakan oleh Adrian Sutedi (2012:7) Fungsi 
kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut: 
a. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang 
dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan 
dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak 
dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai 
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pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat 
perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam 
pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan 
prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama 
atau bersamaan oleh orang banyak. 
b. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan 
identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan 
berikut : 
1) Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara 
atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan 
dari daerah pabean 
2) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang 
disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan 
ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan 
jumlah barang, niali barang, negara asal dan tujuan. 
3) Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-
barang yang secara teknis dapat mengganggu dan 
mebahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, 
seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan 
sebagainya. 
4) Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-
barang cetak yang mengandung pandangan, paham, 
dan ajaran yang dapat mengganggu dan 
membahayakan ideologi negara dan stabilitas politik 
dalam negeri. 
5) Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-
barang cetak, audio, atau visual pornografis yang dapat 
mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan 
kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda 
6) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan 
barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat 
mebahayakan dan merusak mental kehidupan dan 
orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat 
menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan 
meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal 
di masyarakat. 
7) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan 
barang-barang makanan dan minuman serta obat-
obatan yang dapat mengganggu atau merusak 
kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat. 
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8) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan  
barang-barang yang merupakan limbah industri yang 
dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup 
sehat. 
9) Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan 
fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan 
dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam 
lingkungan kehidupan alam. 
10) Pencegahan dan penegahan pengeluaran benda-
benda yang merugikan pelestarian warisan benda-
benda purbakala. 
11) Pencegahan dan penegahan pemasukan atau 
pengeluaran bahan dan barng-barang yang tidak 
sesuai dengan kebijakan untuk melindungi 
pengembangan dan pertumbuhan industri dalam 
negeri. 
 
C. Pengawasan Pabean 
Pengertian pengawasan pabean sebagaimana dimaksud pada 
Deklarasi Colombus adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk 
memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean (Customs 
control means measures applied by the customs to ensure compliance 
with customs law). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean. Menurut 
Collin Vassarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, 
pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi 
perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan 
prosedur pabean yang ditetapkan (Eddhi Sutarto, 2010:90). 
Menurut Bambang Semedi (2013:3-4), Setiap administrasi 
pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan 
pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh 
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petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: 
kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan 
penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul 
pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh WCO (World 
Customs Organization) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah 
salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran 
kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa 
pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan 
pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : 
penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di 
samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea 
Cukai untuk mencegah penyelundupan. 
Menurut Eddhi Sutarto (2010:91) pengawasan pabean paling 
tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan. 
pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian 
yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap 
barang impor. Pemeriksan pabean dilakukan secara selektif 
berdasarkan analisis manajemen resiko. Pemeriksaan pabean 
dilakukan dalam bentuk : 
a. Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk 




b. Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksa barang untuk 
mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa 
guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.  
Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada 
pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut: 
“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan 
pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah 
pemberitahuan pabean diserahkan.” 
Selain itu, Pengertian audit kepabeanan dalam Pasal 1 angka 20 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah 
kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen 
yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan 
kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabenan. Jenis audit dibedakan dala tiga kelompok, yakni: (1) audit 
umum yaitu audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup 
pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan 
ketentuan kepabeanan, (2) audit khusus yaitu audit kepabeanan yang 
memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban 
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kepabeanan tertentu, (3) audit investigasi yaitu audit kepabeanan yang 
dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan.  
Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah 
Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya 
barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi 
kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan 
republik Indonesia ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 10 
tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, kepabeanan adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang 
yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. 
Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa 
institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan 
terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean Indonesia 
serta melakukan pungutan uang untuk negara. 
 
D. Pajak, Bea dan Cukai Lalu Lintas Barang dalam Kepabeanan 
1. Pengertian 
Sebelum menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 
lalu lintas barang, apa yang diawasi dalam lalu lintas barang serta 
siapa yang memiliki wewenang dalam pengawasan lalu lintas 
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barang, terlebih dahulu mengingat kembali apa pengertian dari 
kepabeanan. Kepabeanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah : 
“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau 
keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea 
keluar.” 
Dalam pengertian Kepabeanan di atas telah jelas bahwa 
pengawasan terhadap lau lintas barang ditujukan kepada segala 
kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan segala 
kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean yang dikenal 
sebagai barang ekspor maupun impor serta pemungutan bea 
masuk dan bea keluar. Pengawasan lalu lintas barang tersebut 
diperlukan untuk mendeteksi apakah terdapat pelanggaran atau 
penyimpangan dalam kegiatan tersebut. 
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang memiliki kewenangan 
dalam hal tersebut di atas adalah : 
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana 
tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang 




Menurut Juniawan Putra (2009:40) Barang yang termasuk 
dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan pemasukan 
dan pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa 
ijin dari instansi berwenang adalah: 
1) Narkotika ( Narcotics ) 
2) Bahan peledak ( Explosive materials ) 
3) Petasan ( Fire works ) 
4) Senjata api dan amunisi ( fire arm and ammunition ) 
5) Psikotropika ( Psychotropics ) 
6) Buku dengan barang cetakan tertentu ( Defined books and 
printed materials ) 
7) Media rekam audio dan / atau visual ( Audio and/or Visual 
recording media ) 
8) Alat-alat telekomunikasi (Telecommmunication equipment) 
9) Mesin fotocopi berwarna, bagian / suku cadang dan 
peralatannya (Colour photo Copy, parts and equipment 
therenf) 
10) Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 
serta bagian- bagiannya (Undangered species of wild 
fauna and flora, and parts therenf) 
11) Beberapa jenis ikan tertentu (Certain species of fish) 
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12) Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada 
Departemen Kesehatan RI (Unregistered food and 
beverages at The Departement of Health) 
13) Obat-obatan (medicines) 
14) Bahan-bahan berbahaya (Dangerous materials) 
15) Pestisida (Pesticides) 
16) Bahan perusak lapisan ozon dan barang yang 
menggunakan bahan perusak lapisan ozon 
(Ozonedepicting substances and goods containing ozone 
depleting substances ) 
17) Limbah ( Wastes ) 
18) Benda cagar budaya ( Cultural valuable goods ) 
19) Produk tertentu ( Certain products ) 
20) Uang rupiah dengan jumlah tertentu (Certai amount of 
rupiah in cash) 
2. Pajak, Bea dan Cukai Lalu Lintas Barang dalam Kepabeanan 
Pengertian pajak menurut Bohari (2012:25) adalah iuran 
rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat 
dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk 
membiayai pembangunan. 
Pengertian Pajak atas lalu lintas barang adalah sebagai 
pungutan negara atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam 
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maupun keluar daerah pabean yang terutang oleh pengguna jasa 
kepabeanan saat barang melintasi batas negara Indonesia. 
Melewati batas-batas negara atau dari pulau satu ke pulau 
lain di dalam daerah. Pajak atau bea yang dipungut atas lalu lintas 
barang impor berupa bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak 
penghasilan. Sedangkan untuk barang-barang ekspor adalah bea 
keluar. 
Secara sistematis, pajak atas lalu lintas barang terkait dengan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Dasar hukum memungut pajak atas lalu lintas barang 
adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 
Tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.  
b. Saat pajak atas lalu lintas barang dipungut (taat bestand) 
adalah saat barang melintasi batas daerah pabean. Akan 
tetapi kemungkinan untuk mengadakan pengawasan dan 
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memungut pajak lalu lintas barang hingga ke seluruh 
perbatasan adalah hal yang tidak mungkin, untuk 
mempermudah garis perbatasan ditarik hingga ke 
pelabuhan di dalamnya terletak kawasan pabean. 
c. Proses pemungutan pajak lalu lintas barang apabila 
proses pengajuan pemberitahuan pabean sudah 
mendapatkan nomor pendaftaran dari petugas bea dan 
cukai. 
Dalam kepabeanan, terdapat pajak-pajak lain dalam rangka 
impor maupun ekspor yang terdiri atas : 
a. bea masuk menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 
nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-
Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan 
adalah : 
“Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan 
undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang 
impor.” 
Namun bea masuk dapat juga diartikan sebagai : 
1) Pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari 
luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pajak ini 
terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dan ditentukan 
berdasarkan tarif dan nilai transaksi. 
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2) Bea masuk merupakan pembayaran pemungutannya 
telah ditentukan peraturan perundang-undangan suatu 
negara atas barang-barang dengan kondisi tertentu. 
b. Cukai, merupakan bagian dari pajak tidak langsung, 
pemungutannya dilakukan atas barang-barang kena cukai 
tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri 
yang dimasukkan ke dalam daerah pabean baik untuk habis 
dipakai, dikonsumsi maupun digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan barang atau campuran barang yang akan 
diproduksi. 
c. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang 
mewah, pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena 
pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan barang 
tersebut belum sepenuhnya diterima atau pada saat barang 
tersebut belum sepenuhnya diterima atau pada sata 
importasi barang kena pajak. 
d. Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut 
sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan barang 
dan pemungutannya dilakukan oleh pabean di pelabuhan 
bongkar dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang 
impor. 
e. Bea keluar, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk barang-barang tertentu, dalam kondisi dan 
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situasi tertentu dalam kegiatan pengeluaran barang keluar 
daerah pabean dan ditujukan untuk melindungi kepentingan 
nasional dan masyarakat di dalam negeri  yang pada 
dasarnya bukan merupakan pajak. 
Menurut Bohari (2012:12), pajak-pajak, bea dan cukai 
merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat 
dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang 
langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
negara. 
 
E. Tipe Pelanggaran Kepabeanan 
Menurut Eddhi Sutarto (2010:103) pelanggaran pabean 
sebagaimana dimaksud dalam konvensi Kyoto adalah “Customs 
offence, means any breach, or attempted breach of custom law” 
(pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan 
pelanggaran, terhadap UU pabean). Pelanggaran dimaksud 
dikelompokkan ke dalam dua kelompok yakni pelanggaran ketentuan 
administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang 
besarannya tercantum ketentuan perundang-undangan serta 
penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi 
administrasi. Yang kedua adalah pelanggaran ketentuan pidana yang 
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ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan 
diproses sesuai hukum acara pidana. 
Dalam buku Eddhi Sutarto (2010:103) Pelanggaran pabean 
menurut WCO Handbook for commercial Fraud Investigators dipilah 
menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Penyelundupan 
 Penyelundupan adalah memasukkan dan mengeluarkan 
barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan 
dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan 
menurut peraturan 
2. Uraian barang tidak benar 
Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk 
yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan 
pembatasan. 
3. Pelanggaran nilai barang 
Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk 
menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi 
untuk memperoleh restitusi yang lebih besar 
4. Pelanggaran negara asal barang 
Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar 
untuk memperoleh preferensi tarif di negara tujuan. 
5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang 
yang diolah 
 Tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor 
yang memperoleh keringanan bea masuk 
6. Pelanggaran impor sementara 
Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula 
7. Pelanggaran perizinan ekspor/impor 
Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih 
ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi. 
8. Pelanggaran transit barang 
Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk 
menghindar bea 
9. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar 
Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk 
menghindari kuota 
 
10. Pelanggaran tujuan pemakaian 
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Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam 
rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak 
lain 
11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan 
konsumen 
Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk 
menghindari persyaratan dalam UU spesifikasi barang atau 
perlindungan konsumen 
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual 
Barang palsu atau bajakan yang diimpor atau diekspor 
dalam suatu negara 
13. Transaksi gelap 
Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan 
untuk menyembunyikan kegiatan illegal  
14. Pelanggaran pengembalian bea 
Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak  
dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar 
15. Usaha fiktif 
Diciptakan untuk mendapatkan keringan pajak secara tidak 
sah 
16. Likuidasi palsu 
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk 
meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar 
pajak 
 
F. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea Dan 
Cukai 
Menurut Zainal Abidin (2011:4) Dalam setiap unit organisasi 
pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari keberadaan unit organisasi tersebut. Penetapan tugas dan 
fungsi atas suatu unit kerja organisasi merupakan hal yang penting 
karena menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam 
beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan 
tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Untuk 
memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
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(DJBC), ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tugas dan fungsi 
Departemen Keuangan sebagai induk organisasi DJBC. Tugas 
Departemen Keuangan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Menteri Keuangan adalah: 
“Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas 
pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.” 
Adapun dalam pasal 3  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Menteri Keuangan, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Departemen 
Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan 
kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara, 
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan 
kekayaan negara, 
c. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawabnya, 
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan 
dan kekayaan negara, 
e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan 




Sebagai unit organisasi yang berada di bawah 
Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan 
pengawasan Kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang 
dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk 
dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal 
ini juga tercantum dalam pejelasan umum Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 
Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Menteri tersebut 
tugas DJBC adalah: 
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” 
Kemudian pada pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Menteri Keuangan, DJBC menyelenggarakan 
fungsi-fungsi yang meliputi : 
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a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen 
Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan 
cukai, 
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan 
prosedur di bidang kepabeanan dan cukai, 
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
kepabeanan dan cukai, 
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 
Menurut Zainal Abidin (2011:5) Selain tugas dan fungsi 
yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tersebut, pada tataran global telah menjadi suatu konvensi 
(kesepakatan Internasional) bahwa Bea dan Cukai (Customs) 
memiliki peran-peran sebagai berikut : 
a. Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator). 
b. Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial 
Assistance). 
c. Penghimpunan Penerimaan (Revenue Collector).] 










A. Lokasi Penelitian 
Di dalam penyusunan ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 
Pabean B Makassar. Penulis meilih lokasi ini karena kantor tersebut 
memiliki fungsi pengawasan serta masih banyaknya pelanggaran-
pelanggaran dalam bidang kepabeanan di kota Makassar. 
 
B. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan 
ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a. Pengamatan (obeservasi) 
Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis 
dengan memantau langsung pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B 
Makassar. 
b. Wawancara (Interview) 
Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis 
berupa suatu tanya jawab langsung dengan pegawai Kantor 
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Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean B Makassar. 
2. Studi Pustaka (Library Research) 
Merupakan pengumpulan data dimana penulis dapat 
mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan 
dalam masalah. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data : 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 
langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait. 
b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur 
yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, 
dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang 
lainnya. 
2. Sumber Data 
Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan sumber data 





Dalam hal ini pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar 
khususnya pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC 
TMP B Makassar yang terkait dengan penelitian penulis. 
b. Dokumen 
Berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan 
operasional, dan data yang lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian penulis. 
D. Metode Analisis 
Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data-data yang 
diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian 
dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan. 
Pendekatan kualitatif yaitu data yang bersifat keterangan dan 
pendekatan kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang 











A. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah 
Pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Makassar 
Sebelum membahas mengenai pelaksanaan pengawasan lalu 
lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), sebaiknya kita melihat gambaran 
umum mengenai instansi tersebut.  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 
Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terdapat 
113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) yang tersebar di 
seluruh Indonesia salah satunya adalah Makassar. 
Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar yaitu menjadi kantor pengawasan dan 
pelayanan bea dan cukai modern yang membanggakan dalam kinerja 
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dan citra. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan prima 
dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, 
perdagangan, pariwisata dan masyarakat. 
Adapun tugas pokok dari KPPBC dalam pasal 115 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang 
Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan 
dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Adapun fungsi KPPBC pada Pasal 116 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang 
Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai dalam melaksanakan tugas tersebut adalah:  
1. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai, 
2. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api, 




4. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai, 
5. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea 
masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang 
dipungut oleh Direktorat jenderal, 
6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai, 
7. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan 
laporan kepabeanan dan cukai, 
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, 
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai. 
Adapun susunan organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam pasal 119 ayat (1) Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang 
Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai adalah : 
1. Kepala Kantor; 
2. Subbagian Umum; 
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Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata 
usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana 
kerja dan laporan akuntabilitas. Subbagian Umum terdiri 
atas: 
a. Urusan Rumah Tangga; 
Urusan Rumah Tangga memiliki tugas melakukan urusan 
tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana 
kerja dan laporan akuntabilitas. 
b. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian; 
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas 
melakukan urusan keuangan, anggaran dan 
kesejahteraan pegawai. 
c. Urusan Keuangan. 
Urusan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan 
rumah tangga dan perlengkapan.  
3. Seksi Penindakan dan penyidikan; 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabanan dan cukai, penyidikan tindak pidana 
kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan 
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pengadministrasian sarana operrasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari: 
a. Subseksi Intelijen; 
Subseksi Intelijen memiliki  tugas melakukan 
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian 
informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan 
sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan 
penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya 
serta pengelolaan pangkalan data intelijen. 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; 
Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas 
melakukan pelayanan pemeriksaan saran pengangkut, 
patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan dan cukai, pengawasan pembongkaran 
barang serta pengelolaan dan pengadminitrasian sarana 
operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. 
Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
memiliki tugas melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, 
cukai pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi 
terhadap kekurangan /kelebihan bongkar, serta denda 
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administrasi atas pelanggaran lainnya, penatausahaan 
dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan 
perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta 
pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. 
4.  Seksi Perbendaharaan 
Seksi Perbendaharaan memiliki tugas melakukan 
pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, 
cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal. Seksi Perbendaharaan terdiri atas: 
a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan; 
Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan 
mempunyai tugas melakukan pengadministrasian 
penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, 
penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, 
pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan 
impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi 
penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan 
negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, 
49 
 
penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran 
cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 
jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, 
jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta 
jaminan lainnya.  
b. Subseksi Adminitrasi Penagihan dan Pengembalian; 
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian 
surat teguran, surat paksa, penyitaan dan 
pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan 
penyelesaian premi, serta pengadministrasian 
pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 
pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut 
oleh Direktorat Jenderal.  
c. Subseksi Administrasi Manifes. 
Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas 
melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana 
pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. 
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5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai.  
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membawahi 
subseksi Hanggar Pabean dan Cukai yang memiliki tugas 
melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang 
kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, 
pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan 
dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan 
klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai 
pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam 
rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan 
klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 
pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang 
impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan 
pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan 
Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan 
pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke 
sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan 
pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan 
pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan 
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Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan 
penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang 
yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, 
penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 
menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan 
barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai 
negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau 
busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, 
penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai 
dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran 
penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, 
pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, 
pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, 
pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar 
dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, 
serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, 
harga dan kadar barang kena cukai. 
6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; 
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas 
melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan 
informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan 
dan Layanan Informasi terdiri atas: 
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a. Subseksi Penyuluhan; 
Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan 
di bidang kepabeanan dan cukai.  
b. Subseksi Layanan Informasi. 
Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan 
pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.  
7. Seksi Kepatuhan Internal; 
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di 
lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai. Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas: 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi; 
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan 
bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di 
bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.  
b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan. 
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan 
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tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi 
peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, 
penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang 
kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat.  




































































































Adapun wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar meliputi 
Pelabuhan Laut Sukarno, Pelabuhan Laut Hatta, Kantor Lalu Bea 
Makassar dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 2 
(dua) Kantor Bantu Pelayanan dan 7 (tujuh) Pos Pengawasan Bea dan 
Cukai, yaitu : 
1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Bantaeng/Pulau 
Selayar 
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Biring Kassi 
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bantaeng 
4. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bulukumba 
5. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Paotere 
6. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sukarno I 
7. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sukarno II 
8. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Hatta I 
9. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Hatta II 
Dalam hal pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang, Rosman 
Rahman selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC 
TMP B Makassar memberikan pernyataan sebagai berikut: 
 “ Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang telah dilakukan 
secara berkesinambungan. Dalam hal tugas pengawasan lalu 
lintas barang, seksi penindakan dan penyidikan membagi ke 
dalam 3 subseksi yakni subseksi intelijen, subseksi penindakan 
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dan sarana operasi dan subseksi penyidikan dan barang hasil 
penindakan dengan melaksanakan tugas pokok yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Pola pengawasan dimulai dengan 
pemeriksaan kapal dengan melakukan pemeriksaan pada 
bagian-bagian kapal yang dicurigai tempat menyembunyikan 
barang larangan atau barang yang dibatasi. Pemeriksaan kapal 
dilakukan aparat KPPBC bersama dengan petugas imigrasi dan 
kesehatan. Selain itu, dilakukan pengambilan manifest asli yang 
dimiliki oleh kapten kapal untuk menyesuaikan dengan manifest 
yang dlaporkan oleh agen pelayaran. Selanjutnya dilakukan 
pembongkaran barang dengan melihat laporan pembongkaran 
dari agen kapal. Pola pengawasan selanjutnya adalah dengan 
melakukan pengawasan terhadap barang larangan dan 
pembatasan yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan 
impor barang  (PIB) dengan melakukan pemeriksaan dokumen 
pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam hal impor barang 
tertentu yang memerlukan izin dari instansi lain. Demikian juga 
terhadap barang ekspor yang  memelukan izin dari instansi lain. 
Setelah itu dilakukan pengawasan terhadap distribusi barangnya 
untuk mengetahui ke gudang mana barang tersebut di timbun, 
namun hal ini hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan 
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tertentu dalam bentuk undercover. Pengawasan tersebut 
menggunakan berbagai peralatan seperti mobil patroli, komputer 
berbasis sistem CEISA dan tool kit lainnya.” (Wawancara tanggal 
3 Januari 2014). 
 Terkait pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah 
pabean tersebut, Rosman Rahman Selaku Kepala Seksi Penindakan 
dan Penyidikan menambahkan sebagai berikut : 
“ Pada tahun-tahun sebelumnya, seluruh kegiatan dalam rangka 
pelaksanaan pengawasan barang telah kami lakukan sebaik-
baiknya, namun masih banyak hal yang kami perlu tingkatkan 
lagi di tahun 2014 ini untuk lebih meningkatkan pula efektivitas 
pengawasan tersebut yakni peningkatan kemampuan analisis 
intelijen dengan melakukan pelatihan pembacaan analisa paspor 
dan teknik wawancara, Spotcheck secara berkala pada jalur 
hijau dan kuning, maksimalisasi penggunaan xray dan ion scan, 
penguatan customs narcotic team, operasi kepatuhan 
pengusaha impor dan ekspor, Peningkatan kegiatan patroli darat 
serta peningkatan kerja sama dengan Polri dan BNNP.” 
(Wawancara tanggal 8 Januari 2014). 
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Saparuddin 




“ Sejauh ini kami telah melakukan pengawasan lalu lintas barang 
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana pengawasan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan hasil pengawasan tersebut 
kami laporkan setiap minggunya ke Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.” (Wawancara tanggal 24 Desember 
2013) 
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, KPPBC TMP B 
Makassar juga telah menerapkan jalur-jalur pengawasan untuk melihat 
sejauh mana akan dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut. 
Hal ini ditegaskan oleh Rosman Rahman Selaku Kepala Seksi 
Penindakan dan Penyidikan sebagai berikut: 
“ Dalam pelayanan importasi barang dilakukan manajemen 
resiko dengan 3 jalur Yakni  Jalur merah dengan dilakukan 
pemeriksaan dokumen dan semua barang yang diberitahukan, 
Jalur kuning dengan melakukan pemeriksaan contoh barang dan 
dokumen pendukung, Jalur hijau tanpa pemeriksaan barang 
hanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Penjaluran 
tersebut dilakukan oleh sistem kantor pusat bea dan cukai 
dengan memperhatikan manajemen resiko komoditi dan 
perusahaan.” (Wawancara tanggal 3 Januari 2014) 
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Sejauh ini, KPPBC TMP B Makassar dengan SDM serta sarana 
dan prasarana yang mereka miliki telah menemukan berbagai 
pelanggaran kepabeanan baik itu pelanggaran impor maupun ekspor 
dan telah menindaki sesuai Undang-Undang yang mengaturnya. Data 
Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
Data Hasil Penindakan Pelanggaran Kepabeanan 
(Tahun 2011-2013) 
No. Tanggal 

























pasal 16 ayat 


































































































































































































































































































































































































































B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Lalu 
Lintas Barang pada Daerah Pabean oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar 
Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dalam rangka 
memenuhi tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
Tentang Kepabeanan.. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada 
yang mendukung ada juga yang menghambat. 
1. Faktor Pendukung 
a) Akses informasi yang sudah berbasis sistem 
Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, akses 
informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan 
sistem pelayanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. Contohnya CEISA ( Customs – Excise Information 
System and Automation) adalah sentalisasi sistem pelayanan dan 
pengawasan yang akan mempermudah system layanan DJBC  
dengan pelayanan 24 jam untuk mendukung layanan terintegrasi 
nasional, INSW (Indonesia National Single Window) adalah sistem 
nasional indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu data dan 
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informasi  secara tunggal, SDIA (Sistem informasi Penindakan 
dan Penyidikan), SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi) 
b) Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana KPPBC TMP B Makassar cukup 
menunjang jalannya pengawasan lalu lintas barang. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya pos pengawasan di setiap 
kabupaten/kota, alat RPM (Radiaton Protector Monitoring) untuk 
mengawasi barang yang ada dalam kontainer, peralatan 
pencegahaan penyelundupan narkotika terbaru seperti xray 
dengan tipe dualview smith detection, ion scan smith detection 
dan handheld trace detector seri, Mobil dinas patroli jenis double 
cabin dan mobil penumpang untuk pelaksanaan patroli, 2 unit 
kapal patroli untuk patroli laut, Peralatan toolkit yang lengkap 
untuk melaksanakan tugas pengawasan sehari hari. 
c) Kerjasama dengan Instansi lain 
Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, KPPBC TMP 
B Makassar menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai 
intansi lain seperti kerjasama dengan Satkrimsus (Satuan Krminal 
Khusus) polda makassar dalam pencegahan penyelundupan barang 
impor dan HAKI serta kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam hal pencegahan 
penyelundupan NPP (Narkotika Psikotropika dan Prekursor) melalui 
Airport dan Sea Port. 
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2. Faktor Penghambat 
a) Jumlah SDM 
Salah satu faktor penghambat pengawasan adalah karena 
kurangnya jumlah pegawai atau aparat. Jumlah pegawai atau 
aparat KPPBC TMP B Makassar belum sebanding dengan 
luasnya daerah pabean yang menjadi wilayah kewenangannya. 
Sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan kecil, 
perusahaan yang mendapat keringanan maupun pembebasan 
bea masuk serta perusahaan mengandung etil alkohol yang wajib 
dilekati pita cukai maupun toko-toko yang menjual minuman etil 
alkohol belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan 
kurangnya pegawai atau aparat KPPBC TMP B Makassar. 
Menurut data yang diperoleh penulis pada KPPBC TMP B 
Makassar, hanya ada 90 pegawai atau aparat secara keseluruhan 
yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Berikut adalah 
data pegawai berdasarkan jumlah, tingkat pendidikan dan 








Jumlah Pegawai  KPPBC TMP B Makassar 
No. Jabatan Jumlah 
1 Kepala Kantor 1 
2 KASI/KSBU 11 
3 Kasubsi 25 
4 Pelaksana 53 
 90 
Sumber: Data KPPBC TMP B Makassar tahun 2014 
Tabel 3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Di KPPBC TMP B Makassar 
No. Jabatan Jumlah 
Tingkat Pendidikan 
SD SMP SMA DI DIII S1 S2 S3 
1 Kepala Kantor 1 - - - - - - 1 - 
2 KASI/KSBU 11 - - - - - 7 4 - 
3 Kasubsi 25 - - 14 2 - 8 1 - 
4 Pelaksana 53 - 2 14 26 - 11 - - 
Sumber: Data KPPBC TMP B Makassar tahun 2014 
Tabel 4 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 
Di KPPBC TMP B Makassar 
Golongan 
Golongan IV Golongan III Golongan II 
  Jumlah 
A b c D A B C D A b c D 
Jumlah 1 - - - 24 9 4 6 12 8 17 7 90 
Sumber: Data KPPBC TMP B Makassar tahun 2014 
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b) Luasnya wilayah pengawasan 
Luasnya daerah pabean yang menjadi wewenang wilayah 
pengawasan KPPBC TMP B Makassar tidak sebanding dengan 
jumlah pegawai atau aparat yang dimiliki oleh KPPBC TMP B 
Makassar. Dengan jumlah keseluruhan 90 pegawai dan aparat 
























Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Makassar melaksanakan tugas 
pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dengan 
tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan 
yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan 
hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin. Namun, 
dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih 
adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
pengawasan tersebut. 
2. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean ada 
faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor 
pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem, 
sarana dan prasarana, hubungan kerjasama dengan instansi 
lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah 




Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka 
diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 
memperbaiki pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada 
daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, sebagai berikut: 
1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan lalu lintas barang 
pada daerah pabean, perlu dilakukan penambahan jumlah 
SDM pada KPPBC TMP B Makassar agar jumlah aparat atau 
pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding 
dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC 
TMP B Makassar. 
2. Pelatihan dan Pendidikan yang diberikan kepada Pegawai 
atau aparat KPPBC TMP B Makassar diharapkan lebih 
ditingkatkan lagi. Karena sebaik atau sebagus apapun sarana 
dan prasarana yang terdapat pada KPPBC TMP B Makassar 
tetapi tidak didukung oleh kualitas dan keterampilan SDM 
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